WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG PAJAK HIBURAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak
Hiburan dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas
daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun

Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak
Hiburan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota
Lhokseumawe tentang Perubahan atas Qanun Kota

Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak
Hiburan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);



10.

11,

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indnesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indnesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4239);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);

Qanun Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan

(Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor
12);




Menetapkan

15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe

Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan
WALIKOTA LHOKSEUMAWE
MEMUTUSKAN:

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 8, angka 14, angka 17,
angka 31 dan angka 32 diubah, diantara angka 17 dan
angka 18 disisip 2 (dua) angka yakni angka 17a dan angka
17b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

b ol

Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.

Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota
adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam
sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang
Walikota.

Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai
dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota
dan Perangkat Daerah Kota.

Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya
disebut DPRK adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.
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Instansi Terkait adalah Instansi yang mempunyai
kewenangan mengelola dan memungut Pajak Daerah.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Lhokseumawe.
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan
hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati
dengan dipungut bayaran.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau
Badan yang menikmati Hiburan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun
pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak,
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Perporasi adalah suatu tanda yang bersifat kode yang
mengandung pengertian bahwa bila suatu barang
cetakan tersebut telah diperiksa oleh Pemerintah
Daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan /atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
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ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan
jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah Kkelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau
Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan

atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.
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Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap
pelaksanaan  penagihan pajak atau terhadap
keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap
suatu keputusan yang dapat diajukan banding,
berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data
dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan
berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode
Tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, Kketerangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

Kadaluarsa adalah hukum jatuh tempo atau lewat
waktu.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf e diubah, ayat (2)
huruf ¢ dihapus, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisip 1

(satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 3

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan
Hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. tontonan film;

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana
muslimah;

dihapus;

pameran;

karaoke;

sirkus, akrobat, dan sulap;

o a0



permainan bilyar, dan boling;

pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan

ketangkasan;

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat
kebugaran (fitness center); dan

j. pertandingan olahraga.

= 0

(2a) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan
Syari’at Islam.

(3) Dikecualikan dari Objek Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), adalah:
a. hiburan dalam rangka pernikahan, upacara adat
dan kegiatan keagamaan; dan
b. hiburan dalam rangka kegiatan sosial dan kegiatan
Pemerintah Kota.

Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yakni
BAB II A, dan ditambah 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan
Pasal 4B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I1A
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
Pasal 4A

Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan
NPWPD.

Pasal 4B

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4A tidak mendaftarkan diri, Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan
data yang diperoleh atau dimiliki.

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisip 2 (dua) Pasal yakni
Pasal 5A dan Pasal 5B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
wajib mempergunakan sarana tiket masuk yang
memperlihatkan seri dan besarnya tarif masuk.

(2) Tiket masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan dasar wajib pajak dalam melaporkan pajak
terutang.

Pasal 5B

Tiket masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A wajib

mendapatkan pengesahan berupa porporasi dari Instansi
Terkait.



Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sevagai berikut:

Pasal 6

(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh
lima persen).

(2) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan
tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen).

Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 disisipkan 1 (satu)
ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai
berikut;

Pasal 11

(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang
terutang dengan mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(2a) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan
penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan
oleh Wajib Pajak.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan pemyampaian
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yakni
BAB IX A, dan ditambah 2 (dua) Pasal yakni Pasal 25A dan
Pasal 25B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 25A

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet
paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.

(2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat data penjualan
beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung
bearnya Pajak yang terutang.

Pasal 25B

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang
melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku
atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya,
dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
pajak yang terutang;



b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau ruangan yang dianggap perlu dan
memberikan bantuan guna guna kelancaran
Pemeriksaan;dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran Pajak
terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 September 2018 M

4 Muharram 1440 H
WALIKQTA ANHOKSEUMAWE,

\
SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe (
pada tanggal 14 September 2018 M
4 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA L SEUMAWE,

BUKH

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018 NOMOR 5

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH,
(5/78/2018)



II.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan dan
mewujudkan transparansi serta akuntabilitas daerah, maka perlu

dilakukan perubahan terhadap Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas
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